Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR /4 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANGHARI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20235;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757];

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6958);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4502,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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10.

L1,

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
dan
BUPATI BATANGHARI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batanghari.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batanghari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah.




Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp.1.500.552.419,694,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 180.037.373.400,00 yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 102.016.942.900,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp. 43.610.430.500,00.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 21.410.000.000,00

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 1.320.515.046.294,00 yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.271.173.735.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, direncanakan sebesar Rp. 49.341.311.294,00,00.




Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 0,00.

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp.00.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 00.

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp.1.476.319.151.070,00, yang terdiri atas:
Belanja operasi;
Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
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Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 941.917.222.823,71,00, yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 580.475.368.440,24.
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 303.766.096.447,47.
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan

sebesar Rp. 5.035.240.150,00.



(S) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan
sebesar Rp. 2.700.500.000,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan
sebesar Rp. 46.744.518.142,00.

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

direncanakan sebesar Rp. 3.465.499.644,00.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 316.702.073.980,29 yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp. 57.126.778.285,00

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 73.039.729.429,64.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, direncanakan sebesar Rp. 159.892.113.665,65

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp.11.643.452.600,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
direncanakan sebesar Rp.10.698.246.366,00, yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.



Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
direncanakan sebesar Rp.207.001.607.900,00, yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 202.001.607.900,00.

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp.24.233.268.624,00, yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 37.581.058.076,00 yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan,;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
. Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
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Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 37.581.058.076,00

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp.00.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar Rp.00.

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp.00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.00.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.00.



Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b, direncanakan sebesar Rp. 61.814.326.700,00, yang terdiri atas:
Pembentukan dana cadangan;

a.
b. Penyertaan modal daerah;

o

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

o

Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp.00.

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 51.814.326.700,00

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp.00.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

direncanakan sebesar Rp.00.

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 24.233.268.624,00.
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.233.268.624,00.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.




(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

terdiri dari:

1. Lampiranl : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran Il : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. LampiranV : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD  dengan
Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Provinsi;

10 Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11 Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.




Pasal 18
Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan
operasional APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di ;' Muara Bulian

Pada tang,gat‘.—,“:-ﬁ::r_-‘;_ - 2025
"____ﬂ/f/\\ e A

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

o 4 /

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2025 NOMOR




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 202.001.607.900,00
Jumiah Belanja 1.476.319.151.070,00
Total Surpius/(Defisit) 24.233.268.624,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.581.058.076,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 37.581.058.076,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 61.814.326.700,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00

6.2.07 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah 51.814.326.700,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 37.581.058.076,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 61.814.326.700,00
Pemblayaan Netto -24.233.268.624,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

e 10D Bataﬂgﬂgfi, 3 Januari 2025

MUW{!\;AAD FADHIL ARIEF
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PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.581.058.076,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 37.581.058.076,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 61.814.326.700,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00
8.2.07 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah 51.814.326.700,00

—2

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-23 10.08:11

Kab. Batanghari, 3 Januari 2025
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No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan M(RM
1 2 R ’
Jumiah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 151.056.730,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-23 10:06:35
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8 01 PROGRAM PEMBINAAN DAN IGAN KETAHANAN 130.600.000,00 1.206.600,00

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8 01 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 1.000.000.000,00 216.809.900,00

PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

2025
2
PR\
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Lampiran X: Peraturan Daerah
Nomor : 01 Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

KABUPATEN BATANGHARI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

ESELON NON ESELON
GOLONGAN / RUANG JUMLAH
Pjn n v v TENAGA FUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e
Golongan IV/d

Golongan [V/c

Golongan IV/b

Golongan [V/a
Golongan lli/e

Golongan lli/d

Golongan lil/c
Golongan lil/b

Golongan lii/a

Golongan li/e
Golongan II/d
Golongan ll/c

Golongan li/b
Golongan Il/a
Golongan Ve
Golongan I/d

Golongan l/ic

Golongan I/b

Golongan l/a
PPPK

—— Kab. Batanghari, 3 Januari 2025

AD FADHIL ARIEF
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